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ANTARA
….………
DENGAN
UNIVERSITAS ANDALAS
TENTANG
….………………………………………..

   Nomor: ……………………………………………..
Nomor: B/………/UN16.R/HK.10.00/2023

Pada hari ini ..., tanggal ..., bulan ..., tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (..-..-2023), bertempat di ..., yang bertanda tangan di bawah ini: 

I 	……………………….. bertindak dalam jabatannya selaku ………………………. diangkat berdasarkan Surat ……………….. Nomor:……………………tentang …………………….., dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili …………….. yang berkedudukan di ………………, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II	Dr. Hefrizal Handra, M.Soc, Sc, bertindak dalam jabatannya selaku Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Riset, Inovasi, dan Kerja Sama yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor: 1/UN16.R/III/KPT/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Pengangkatan Wakil Rektor I, II, III, dan IV Universitas Andalas Periode 2020-2024, dari dan oleh karnanya bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas, berkedudukan di Limau Manis, Pauh, Kota Padang, 25163 Sumatera Barat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan berkolaborasi pada penyelenggaraan …………………………….
Dengan memperhatikan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, para pihak telah setuju untuk menerima dengan penuh (full commitment) dan melaksanakan secara sebaik-baiknya (best effort) dengan itikad baik (good faith) seluruh syarat dan ketentuan yang termaktub dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
PARA PIHAK, dengan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing dan tetap mengindahkan ketentuan perundangan yang berlaku, sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang ………………………… (selanjutnya disebut Perjanjian) sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini:

Pasal 1
AZAS
Perjanjian ini berazaskan pada itikad baik, saling percaya, sama derajat, saling membutuhkan, saling menguntungkan, dengan tetap taat dan patuh pada ketentuan yang berlaku dan selalu berusaha menyelesaikan masalah yang mungkin timbul dengan cara profesional untuk mencapai musyawarah mufakat.

Pasal 2
TUJUAN PERJANJIAN KERJA SAMA
Perjanjian ini dibuat dalam rangka mengatur kerja sama antara PARA PIHAK dalam melaksanakan kegiatan Kolaborasi Penyelenggaraan ……………  berdasarkan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance) dan tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang – undangan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK.

Pasal 3
MEKANISME KERJA SAMA
PARA PIHAK sepakat bahwa mekanisme kerja sama adalah sebagai berikut: 
(1) PIHAK PERTAMA telah menunjuk PIHAK KEDUA untuk bersama-sama berkolaborasi dalam penyelenggaraan ……………
(2) PIHAK PERTAMA menyediakan dana untuk melaksanakan program kerja sama yang dimaksud.
(3) [bookmark: _heading=h.gjdgxs]PARA PIHAK secara bersama-sama akan menyediakan tenaga ahli profesional, konsep kegiatan ……….. , serta pelaksanaannya.
(4) PARA PIHAK akan berkolaborasi bersama mendukung pelaksanaan kegiatan yang dimaksud sesuai dengan jangka waktu kerja sama, serta syarat, dan ketentuan perjanjian ini. 
(5) Sebelum berakhirnya masa ……………. , PARA PIHAK sepakat untuk memasukkan perjanjian tambahan atau membuat perjanjian lain yang diperlukan dalam rangka mengimplementasikan ………..

Pasal 4
RUANG LINGKUP KERJA SAMA 
Untuk mencapai tujuan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan kegiatan – kegiatan sebagai berikut: 
(1) ….…………..
(2) ….…………….
(3) ….……….
(4) ….…………






Pasal 5
JANGKA WAKTU KERJA SAMA
(1) Perjanjian ini berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian ini yakni tanggal ………….. sampai dengan tanggal ………………. dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan serta kesepakatan bersama dari PARA PIHAK;
(2) Dalam hal salah satu PIHAK akan mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada PIHAK lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa perjanjian;
(3) Dalam hal Perjanjiaan ini tidak diperpanjang lagi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing – masing pihak  yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian. 

Pasal 6
PELAKSANAAN 
Dalam pelaksanaan Perjanjian ini, masing – masing PIHAK akan menunjuk wakil – wakil yang akan duduk dalam Tim Kerja sama sesuai dengan kompetensi dan keahlian masing-masing.

Pasal 7
PENDANAAN
(1) Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 Ayat 2 Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA akan memberikan bantuan dana/dukungan pendanaan kepada PIHAK KEDUA untuk pelaksanaan kegiatan ……………………, belum termasuk dengan PPN 11% (persen).
(2) Rincian dana sebagaimana dalam lampiran Perjanjian ini, dimana nilai tersebut bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan oleh sebab apapun pembayaran atas dukungan yang disediakan PIHAK KEDUA akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA setelah perjanjian ini ditandatangani;
(3) Untuk pelaksanaan penyerahan dana sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ini akan dilaksanakan secara sekaligus atau secara full dana akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA memberikan penagihan kepada PIHAK PERTAMA;
(4) PIHAK KEDUA dapat melakukan penagihan kepada PIHAK PERTAMA setelah kegiatan …………., yang dibuktikan dengan berita acara;
(5) Untuk penagihan kepada PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA wajib mengajukan surat atau dokumen permohonan pencairan dana kepada PIHAK PERTAMA dengan melampirkan dokumen pendukung sebagai berikut:
a. Surat pengantar dari divisi/direktorat keuangan PIHAK KEDUA
b. Invoice Asli
c. BAST (Berita Acara Serah Terima) yang ditandatangani oleh kedua belah pihak
d. Kuitansi bermaterai
e. Faktur Pajak
f. E-Nofa
g. Surat Keterangan badan hukum tidak kena potong pajak dari kantor pajak (jika ada)
h. Laporan pelaksanaan kegiatan
i. Copy perjanjian pemberian dana dukungan 
(6) Penyerahan dana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 asal ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara pemindahbukuan ke rekening PIHAK KEDUA sebagai berikut:
a. Bank		: 
b. No. rekening	: 
c. Atas Nama	: 
d. Alamat		: 
(7) Apabila terdapat perubahan nomor rekening sebagaimana tercantum dalam ayat 5 pasal ini, maka PIHAK KEDUA harus menyampaikan permohonan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan dilengkapi dengan referensi dari Bank tersebut. Dalam hal demikian, PIHAK PERTAMA berhak menolak perubahan rekening dimaksud jika perubahan tersebut menyebabkan rekening tersebut bukan rekening atas nama PIHAK KEDUA.

Pasal 8
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK
(1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:
a. Berkewajiban menyediakan dan menyerahkan dana program kepada PIHAK KEDUA sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 Perjanjian ini
b. Memberikan dukungan tenaga ahli dalam proses pelaksanaan pitching.
c. Berhak menerima secara tertulis Laporan Pelaksanaan Program sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan dari PIHAK KEDUA.
d. Berhak menerima seluruh media komunikasi yang digunakan untuk mempromosikan program kolaborasi yang dimaksud dalam perjanjian ini.
e. Turut mendistribusikan media komunikasi program sebagai bentuk promosi melalui akun media komunikasi yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA.
f. Berhak melakukan evaluasi terhadap kegiatan kerja sama ini.
(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA: 
a. Berkewajiban menyelenggarakan berbagai rangkaian kegiatan berikut:
i. ….………………..
ii. ….……………….
iii. ….……………..
b. Berhak mendapatkan dukungan pendanaan sebagaimana disebutkan pada pasal 7 Perjanjian ini.




Pasal 9
KERAHASIAAN
PARA PIHAK sepakat untuk saling menjamin kerahasiaan masing – masing PIHAK dan tidak akan menyebarluaskan dan/atau memberikan data/informasi yang digunakan dan dihasilkan dalam kerja sama ini kepada pihak lai tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari masing-masing PIHAK. 

Pasal 10
KEADAAN KAHAR/FORCE MAJEURE
(1) PARA PIHAK dibebaskan dari bertanggung jawab atas kegagalan atau keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini yang disebabkan oleh hal -hal di luar kemampuan yang wajar dari PARA PIHAK dan bukan disebabkan oleh kesalahan salah satu PIHAK (“Keadaan Kahar”), dengan ketentuan bahwa Keadaan Kahar tidak membebaskan PIHAK KEDUA dari kewajiban untuk melaksanakan kompensasi atas pengganti biaya yang telah dilaksanakan. 
(2) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar adalah hal – hal yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian seperti banjir, gempa bumi, topan/badai, petir dan bencana alam lainnya, kebakaran, epidemic, perang saudara, huru – hara, Tindakan terorisme, kebijakan tertentu yang dikeluarkan pemerintah, putusan pengadilan, blockade, dan pemogokan tetapi tidak termasuk pemogokan oleh tenaga kerja PIHAK KEDUA. 
(3) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus memberitahukan PIHAK lainnya secara tertulis paling lambat waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar, disertai dengan bukti pendukung atas adanya Keadaan Kahar dari pejabat yang berwenang. Dalam hal demikian, PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dengan cara komunikasi tercepat yang tersedia, dengan merinci keadaan yang dipercayai PIHAK tersebut merupakan Keadaan Kahar dan perkiraan jangka waktu berlangsungnya Keadaan Kahar perkiraan jangka waktu perbaikan untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya.
(4) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melakukan usaha terbaik untuk mengatasi Kahar tersebut dan meminimalkan kerugian yang ditimbulkan.
(5) PIHAK yang diberitau dapat menolak atau menyetujui pemberitahuan mengenai Keadaan Kahar paling lambat 7 (tujuh) hari kalendaer setelah diterimanya pemberitahuan, bukti pendukung, dan perkiraan jangka waktu Keadaan Kahar dan perkiraan jangka waktu perbaikannya sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Pasal ini.
(6) Apabila pemberitahuan Keadaan Kahar ditolak oleh PIHAK lainnya, PARA PIHAK akan meneruskan kewajibannya sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian. Jika pemberitahuan atas Keadaan Kahar tersebut disetujui oleh PIHAK lainnya, PARA PIHAK dengan itikad baik akan membuat addendum dengan memperhitungkan setiap keterlambatan yang disebabkan oleh Keadaan Kahar. 
(7) Apabila Keadaan Kahar berlangsung lebih dari 14 (empat belas) hari kalender, maka PARA PIHAK dapat bersepakat untuk mengakhiri perjanjian ini. 

Pasal 11
KORESPONDENSI
Segala surat menyurat, komunikasi atau korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama akan diberitahukan dan disampaikan dari satu PIHAK ke PIHAK lainnya melalui alamat-alamat sebagai berikut : 
	PIHAK PERTAMA
	:
	

	Alamat  
	:  
	

	Koordinator
	:
	 

	Telepon 	
	:
	

	Email
	:
	



	PIHAK KEDUA
	:
	Universitas Andalas

	Alamat  
	:  
	Kampus Limau Manis, Pauh, Padang, Sumatera Barat, 25163

	Koordinator
	:
	Direktorat Kerja Sama dan Hilirisasi Riset Universitas Andalas

	Telepon 	
	:
	+62 812-8463-169 / 

	Email
	:
	dirkerhilriset@unand.ac.id
subdit_kerjasama@unand.ac.id 




Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
(1) Perjanjian diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan perundang – undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.
(2) Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran dan pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya surat mengenai adanya perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dengan tetap memperhatikan ketentukan perundang – udangan yang berlaku.
(3) Apabila perselisihan yang terjadi tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berdasarkan prosedur dan ketentuan BANI.
(4) Selama proses Arbitrase, PARA PIHAK harus melanjutkan pelaksanaan seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian.
(5) Putusan arbitrase bersifat final dan mengikat bagi PARA PIHAK.




Pasal 13
PERUBAHAN
Apabila ada hal – hal yang belum diatur dan/atau memerlukan perubahan, maka PARA PIHAK akan menuangkan hal tersebut dalam suatu addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

Pasal 14
PENUTUP
(1) Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.
(2) Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini berlaku mengikat bagi PARA PIHAK.
(3) [bookmark: _heading=h.30j0zll]Bahwa tidak ada satu pihakpun dapat mengalihkan sebagian ataupun keseluruhan hak dan/atau kewajibannya dalam perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dengan rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Jakarta, ... 2023

	PIHAK PERTAMA
….……………………







….…………………………………………………….
	PIHAK KEDUA
Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Riset, Inovasi dan Kerja Sama
Universitas Andalas




……………………………………




	PIHAK PERTAMA
	PIHAK KEDUA
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